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 KATA PENGANTAR 
 
 

 
 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020. Rencana 

Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2020 ini merupakan 

Rencana Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 ayat 

(2) Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. 

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2020 ini memuat 

evaluasi realisasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

tahun 2018 , serta perkiraan target pencapaian tahun berjalan (tahun 2019), 

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun 

sebelumnya dan uraian mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan 

yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Didalamnya memuat pula 

sasaran kegiatan berupa indikator output dan outcome kegiatan sebagai 

upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.   

Demikian Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini dapat kami 

susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di 

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Kami ucapkan terimakasih kepada 

seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Renja Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Tahun 2020. Semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi 

banyak pihak khususnya Bappenda dalam menyusun RKA Bappenda Tahun 



2020 serta program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat 

dilaksanakan secara terukur dan akuntabel. 

 

          

Cibinong,                   2019 
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LAMPIRAN *** KEPUTUSAN BUPATI 

NOMOR : *** 

TANGGAL : *** 

 
RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN 

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 30 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat 

Daerah atau selanjutnya disebut Renja, adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat 

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai 

indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan bagian 

dari perencanaan perangkat daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 11 

ayat (3). Lebih jauh dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Permendagri 

Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, Renja Perangkat Daerah memuat 

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai 

indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi 

setiap Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Tahun 2020 berpedoman 
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pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perangkat Daerah Tahun 2020. 

Berpedoman pada Renstra, bertujuan untuk menjamin kesesuaian 

antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta 

prakiraan maju yang disusun dalam Renja dengan Renstra. 

Berpedoman pada RKPD bertujuan untuk memastikan bahwa 

program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah selaras 

dengan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam 

RKPD.  

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: Persiapan 

Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, 

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, 

Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan. Persiapan penyusunan 

Renja Perangkat Daerah meliputi: Penyusunan Rancangan Keputusan 

Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat 

Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan 

agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, serta penyiapan 

data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan 

SIPD.  

Penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan Daerah 

Tahun 2020 mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2018. 

Penyusunan Rancangan Awal Renja berpedoman pada Renstra, hasil 

evaluasi hasil Renja tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja tahun 

berjalan. Berpedoman pada Renstra, bertujuan untuk menjamin 

kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok 

sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal 

Renja dengan Renstra. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja 

tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan 

untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau 

kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dilakukan 

dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra. 

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan 

proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja berdasarkan Surat 
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Edaran Bupati tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat 

Daerah. Rancangan Renja dibahas dan disempurnakan dalam Forum 

Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah 

yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2019. 

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan 

oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA, paling 

lambat 2 (dua) minggu setelah surat Edaran Kepala Daerah diterima. 

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh 

pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah, bertujuan untuk memperoleh masukan dalam 

rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, 

lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat 

Daerah. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat 

Daerah dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan 

ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang 

menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. 

Rancangan Akhir Renja, yang merupakan proses 

penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi 

rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada 

tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah 

dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif 

Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif 

yang ditetapkan dalam Perkada. Rancangan akhir Renja disampaikan 

kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi 

dan setelah itu Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir yang 

telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah 

untuk ditetapkan dengan Perkada. 

Berdasarkan pasal 13 ayat 2 penyusunan Renja memuat 

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai 

indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi 

setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Renstra dan 

RKPD. Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang sangat erat 

dengan RKPD. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 



I - 4 
 

B a p p e n d a  

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat 

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai 

indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi Perangkat Daerah. Sementara itu, Rencana Pembangunan 

Tahunan Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan kata lain, RKPD merupakan 

penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi 

Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan 

pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan 

berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, penyusunan Renja Perangkat 

Daerah berpedoman pada RKPD, guna memastikan bahwa program, 

kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah selaras dengan 

program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD. 

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2020 

merupakan tahun kedua dalam Pelaksanaan Renstra Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023. Terkait dengan 

upaya pencapaian tujuan, tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah yaitu Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang Baik, Bersih, dan 

Akuntabel dengan sasaran yaitu (1) Perencanaan dan Pengembangan 

Pendapatan Daerah Berkualitas dan (2) Meningkatnya Kualitas 

Pengelolaan Pajak Daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat Daerah. Artinya, Renja Perangkat Daerah juga 

memiliki keterkaitan dengan Renstra Perangkat Daerah. Renja 

Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat 

Daerah. Oleh sebab itu, selain berpedoman pada RKPD, penyusunan 

Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra Perangkat 

Daerah, guna menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi 

kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun 

dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra 

Perangkat Daerah. 
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Renja juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian 

(Renstra-KL), yang merupakan dokumen perencanaan 

Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, 

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan 

sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Sementara itu, 

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 

memuat maksud dan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, serta 

indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi 

setiap Perangkat Daerah. Oleh karenanya, dalam rangka sinkronisasi 

kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, maka pencapaian 

sasaran, program, dan kegiatan dalam Renja Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, 

program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra 

K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. 

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra 

Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 

lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. 

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk 

menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, 

kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam 

rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat 

Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat 

Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah 

tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan 

kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam 

rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka 

optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa Renstra Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati, menjadi pedoman bagi Kepala Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. 
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Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib terintegrasi dengan 

penyusunan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2020. RKPD Kabupaten 

Bogor Tahun 2020 menjadi pedoman bagi KUA-PPAS dan RAPBD, 

sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan 

dokumen penganggaran. Program dan kegiatan yang tercantum dalam 

RAPBD tidak boleh berbeda dengan program dan kegiatan yang sudah 

tertuang dalam RKPD Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, menjadi pedoman bagi 

Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Selain itu, RKA SKPD 

disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan 

PPAS) yang telah disepakati Kepala Daerah. 

 

1.2 Landasan Hukum  

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bogor tahun 2020 mengacu pada : 

  
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 
   
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,  terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);  

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);  

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun  2016-2036 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 

Nomor 2); 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2019 Nomor 4);  

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 

Nomor ...); dan 

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor ... Tahun 2019 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 

Nomor ..).  

14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 70) ; 

15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 36) ; 

16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2020 

(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 34 ) ; 

17. Peraturan Bupati Bogor Nomor ... Tahun 2019 tentang Rencana 

Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 

(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor ... ) ; 
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1.3 Maksud dan Tujuan  

1.3.1 Maksud 

Maksud dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan  

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 adalah 

memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku 

kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan program, 

kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator 

kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

1.3.2 Tujuan 

Dengan disusunnya Rencana Kerja tahun 2020 Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki tujuan tersendiri yaitu 

Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Bersih, Efektif dan 

Akuntabel untuk dijadikan acuan Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD 

Kabupaten Bogor tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah 

Kabupaten Bogor dan untuk merumuskan rencana program dan 

kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2020.  

 

1.4 Sistematika Penulisan  

Penyusunan penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2020 dilakukan oleh Tim 

Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. 

Dalam proses penyusunan Renja juga melibatkan seluruh anggota 

organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders 

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam rapat koordinasi. Selain 

rapat internal juga dilaksanakan Forum Perangkat Daerah dalam 

rangka Perencanaan Tahun 2020. Keterlibatan beberapa pihak baik 

pihak internal maupun eksternal dapat memberikan kontribusi 
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masukan dalam penyusunan  Renja Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Tahun 2020. 

Sistematika penulisan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah tahun 2020 sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020. 

1.2 Landasan Hukum 

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam menyusun 

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2020.  

1.3 Maksud dan Tujuan 

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja 

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 

2020. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Memuat sistematika Renja Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020. 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 

 Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun lalu 

(tahun 2018) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 

2019);  

 Menjelaskan pencapaian target Renstra Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan realisasi 

program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan 
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Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun-tahun 

sebelumnya;  

 Melakukan review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja 

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 

tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mengacu pada hasil 

laporan kinerja tahunan Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bogor dan/atau realisasi APBD.  

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bogor 

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan indikator 

yang sudah ditentukan. 

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 

Menjelaskan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang 

meliputi pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak 

terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan 

peluang dalam meningkatkan pelayanan. 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor 

Tahun 2020 

Berisi uraian mengenai perbandingan antara Rancangan Awal 

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan telaahan terhadap 

Rancangan Awal RKPD. 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang 

diusulkan para pemangku kepentingan. 
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BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN 

DAERAH  

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

Menjelaskan hasil penelaahan menyangkut arah kebijakan dan 

prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas 

pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bogor. 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bogor 

Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas 

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang 

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. 

3.3 Program dan Kegiatan 

Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan 

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian 

garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan 

penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai 

dengan rancangan awal RKPD. 

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN 

PENDAPATAN DAERAH 

Menjelaskan mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 

2020, meliputi program, kegiatan, lokasi, dan kelompok 

sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaannya. 

BAB V. PENUTUP 

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan 

rencana tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian baik 

dalam pelaksanaan kegiatan maupun apabila anggaran tidak 
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sesuai dengan kebutuhan. Pada bagian lembar terakhir 

dicantumkan penetapan dokumen Renja oleh Kepala PD 

setelah mendapat pengesahan dari Bupati Bogor, meliputi : (1) 

tempat dan tanggal dokumen, (2) nama Perangkat Daerah, 

nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap 

Perangkat Daerah yang bersangkutan. 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 

Pada Tahun Anggaran 2018, Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bogor memberikan kontribusi terhadap pencapaian 

kebijakan prioritas pembangunan daerah yang ke 3 (tiga), yaitu 

Meningkatkan Pelayanan Publik danPenataan Administrasi dengan 

Fokus Pembangunan yaitu Peningkatan kinerja manajemen dan tertib 

administrasi perangkat daerah. Kontribusi pencapaian kebijakan 

tersebut ditandai dengan capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama 

(IKU) sebesar 109,21%, dengan predikat kinerja sangat tinggi.  

Kontribusi pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan 

capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 109.21%, 

dengan predikat kinerja Sangat Tinggi, Uraian capaian kinerja IKU 

adalah sebagai berikut :   

1) Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, dari target sebesar 

36.45% terealisasi sebesar 38.28% atau capaian kinerja sebesar 

105.02%; 

2) Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dari 

target 65.32% terealisasi sebesar 70.47% atau capaian kinerja 

sebesar 107.88%; 

3) Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, dari target 

sebesar 100.00% terealisasi sebesar 103.59% atau capaian kinerja 

sebesar 103.59%; 

4) Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, dari 

target sebesar 100.00% terealisasi sebesar 112.89% atau capaian 

kinerja sebesar 112.89%; dan 
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5) Kesesuaian Target dan Realisasi Pajak Daerah, dari target sebesar 

100.00% terealisasi sebesar 116.68% atau capaian kinerja sebesar 

116.68%.  

Pencapaian Indikator Kinerja Utama di atas merupakan hasil 

kontribusi dari 6 program dan 76 kegiatan, dengan uraian sebagai 

berikut : 

1) Program Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah, sebanyak 39 kegiatan; 

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebanyak 16 

kegiatan; 

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebanyak 

10 kegiatan; 

4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, sebanyak 1 kegiatan; 

5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, sebanyak 

2 kegiatan; 

6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan, sebanyak 8 kegiatan ; 

 

2.1.1 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi 

Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan 

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

dengan perincian sebagai berikut : 

1.1. Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.544.329.000,00 terealisasi 

sebesar Rp.540.120.700,00 atau 99,23 %, dengan 

output dari rencana jumlah penagihan sebesar 

Rp.44.728.417.136,00 terealisasi sebesar 

Rp.32.544.857.496,25 atau 72,76%; 

1.2. Kegiatan Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB 

dari rencana anggaran sebesar Rp.314.929.000,00 

terealisasi sebesar Rp.311.465.867,00 atau 98,90 %, 

dengan output dari rencana Rp.457.578.589.000,00 

terealisasi Rp.349.118.945.882,00 atau 76,30 %; 
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1.3. Kegiatan Penagihan Dan Pengadministrasian Dana 

Transfer, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.370.615.000,- terealisasi sebesar 

Rp.366.878.846,- atau 98.99%, dengan output dari 

rencana sebesar Rp.4.127.762.200.000,- terealisasi 

sejumlah Rp.4.066.481.555.448,- atau 98,52%; 

1.4. Kegiatan Up Dating Data PBB, dari rencana anggaran 

sebesar Rp.1.168.588.000,00 terealisasi sebesar 

Rp.1.167.271.600,00 atau 99,89 %, dengan output 

dari rencana 1.888.000 objek pajak terealisasi 

sebanyak 1.885.444 objek pajak atau 99,86 %; 

1.5. Kegiatan Pelayanan Mobil Keliling PBB, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.605.273.000,- terealisasi 

sebesar Rp.603.094.000,- atau 99.64%, dengan 

output dari rencana Rp.250.000.000.000 terealisasi 

sebesar Rp.226.490.450.881 atau 90.60%; 

1.6. Kegiatan Pengolahan Administrasi PBB Perdesaan 

dan Perkotaan, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.524.059.000,- terealisasi sebesar 

Rp.518.295.070,- atau 98.90%, dengan output dari 

rencana sebanyak 111.000 objek pajak terealisasi 

sebanyak 110.700 objek pajak atau 99,73%; 

1.7. Kegiatan Pelayanan Loket PBB Pedesaan Dan 

Perkotaan, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.697.339.000,- terealisasi sebesar 

Rp.693.888.600,- atau 99,51%, dengan output dari 

rencana sebanyak 111.000  wajib pajak terealisasi 

sebanyak 110.700 wajib pajak terealisasi 99.73%; 

1.8. Kegiatan Penetapan PBB Pedesaan Dan Perkotaan, 

dari rencana anggaran sebesar Rp.577.225.000,- 

terealisasi sebesar Rp.569.912.750,- atau 98,73%, 

dengan output dari rencana sebanyak 1.888.000  
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objek pajak terealisasi sebanyak 1.887.143 objek 

pajak terealisasi 99.95%; 

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 16 

kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 

2.1. Kegiatan Pelayanan Dokumentasi Dan Arsip SKPD, 

dari rencana anggaran sebesar Rp.572.678.000,- 

terealisasi sebesar Rp.479.983.750,- atau 83,81%, 

dengan output dari rencana 10.000 dokumen 

terealisasi 8.500 dokumen atau 85%; 

2.1.2 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi 

Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan 

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

dengan perincian sebagai berikut : 

1.1. Kegiatan Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian 

Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah, dari 

rencana anggaran sebesar Rp.76.479.000,- terealisasi 

sebesar Rp.76.478.475,- atau 100%, dengan output 

dari rencana jumlah 30 dokumen terealisasi sebanyak 

30 dokumen atau 100%; 

1.2. Kegiatan Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan 

Daerah dari rencana anggaran sebesar 

Rp.410.900.000,- terealisasi sebesar 

Rp.408.835.200,- atau 99,50%, dengan output dari 

rencana 19 dokumen terealisasi 19 dokumen atau 

100%; 

1.3. Kegiatan Pelayanan dan Pengadministrasian Benda 

Berharga dari rencana anggaran sebesar 

Rp.131.404.000,- terealisasi sebesar 

Rp.131.358.107,- atau 99,97%, dengan output dari 

rencana 3 jenis pajak daerah, 4 retribusi dan 147 

wajib pajak terealisasi sebanyak 3 jenis pajak daerah, 

4 retribusi dan 147 wajib pajak atau 100%; 
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1.4. Kegiatan Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungutan 

Pajak Daerah, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.305.214.000,- terealisasi sebesar 

Rp.299.127.800,- atau 98,01%, dengan output dari 

rencana 693 orang terealisasi sebanyak 693 orang 

atau 100%; 

1.5. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Di Bidang 

Pajak Daerah, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.183.306.000,- terealisasi sebesar 

Rp.183.088.175,- atau 99,88%, dengan output dari 

rencana 15 produk hukum, terealisasi 15 produk 

hukum atau 100%; 

1.6. Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian BPHTB, dari 

rencana anggaran sebesar Rp.925.449.000,00 

terealisasi sebesar Rp.923.948.850,00 atau 99,84 %, 

dengan output dari rencana 12 dokumen yang 

terealisasi sebanyak 12 dokumen atau 100 %; 

1.7. Kegiatan Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan 

Daerah, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.583.918.000,- terealisasi sebesar 

Rp.578.917.813,- atau 99,14%, dengan output dari 

rencana 6 dokumen terealisasi sebanyak 6 dokumen 

atau 100%; 

1.8. Kegiatan Evaluasi Zona Nilai Tanah, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.473.884.000,00 terealisasi 

sebesar Rp.472.978.700,00 atau 99,81 %, dengan 

output dari rencana 240 desa terealisasi 240 desa 

atau 100%; 

1.9. Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Pajak Daerah, 

dari rencana anggaran sebesar Rp.132.300.000,00 

terealisasi sebesar Rp.132.235.000,00 atau 99,95 %, 

dengan output dari rencana 100 tapping box, 120 
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barcode terealisasi sebanyak 100 tapping box, 120 

barcode  atau 100 %; 

1.10. Kegiatan Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan 

Daerah, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.583.918.000,- terealisasi sebesar 

Rp.578.917.813,- atau 99,14%, dengan output dari 

rencana 6 dokumen terealisasi sebanyak 6 dokumen 

atau 100%; 

1.11. Kegiatan Evaluasi Zona Nilai Tanah, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.473.884.000,00 terealisasi 

sebesar Rp.472.978.700,00 atau 99,81 %, dengan 

output dari rencana 240 desa terealisasi 240 desa 

atau 100%; 

1.12. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PBB dari rencana 

anggaran sebesar Rp.3.172.825.000,00 terealisasi 

sebesar Rp.3.168.719.000,00 atau 99,87 %, dengan 

output dari rencana 40 kecamatan terealisasi 

sebanyak 40 kecamatan atau 100%;  

1.13. Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem 

Aplikasi Pendapatan Daerah, dari rencana anggaran 

sebesar Rp.646.920.000,- terealisasi sebesar 

Rp.635.150.000,- atau 97,41%, dengan output dari 

rencana 1 sistem aplikasi terealisasi sebanyak 

1sistem aplikasi atau 100%; 

1.14. Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan (NPA) Air Tanah, 

dari rencana anggaran sebesar Rp.147.000.000,- 

terealisasi sebesar Rp.146.801.008,- atau 99,86%, 

dengan output sebesar 10.432 NPA terealisasi sebesar 

10.854 NPA atau 104,05%; 

1.15. Kegiatan Penilaian Individual PBB, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.759.079.000,- terealisasi 

sebesar Rp.748.663.700,- atau 98,63%, dengan 
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output dari rencana sebanyak 175 objek pajak 

terealisasi sebanyak 175 objek pajak atau 100%; 

1.16. Kegiatan Penanganan dan Penyiapan Dokumen 

Penagihan Sanksi Administrasi BPHTB, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.125.666.000,- terealisasi 

sebesar Rp.125.665.400,- atau 100%, dengan output 

dari rencana sebanyak 12 dokumen terealisasi 

sebanyak 12 dokumen terealisasi 100%; 

1.17. Kegiatan Penanganan Keberatan BPHTB, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.63.266.000,- terealisasi sebesar 

Rp.63.265.400,- atau 100%, dengan output dari 

rencana sebanyak 48 berkas terealisasi sebanyak 48 

berkas terealisasi 100%; 

1.18. Kegiatan Pengelolaan Basis Data Obyek Pajak PBB, 

dari rencana anggaran sebesar Rp.1.581.892.000,- 

terealisasi sebesar Rp.1.569.629.000,- atau 99.22%, 

dengan output dari rencana sebanyak 1.540.592 

objek pajak terealisasi sebanyak 1.540.592 objek 

pajak terealisasi 100%; 

1.19. Kegiatan Pemutakhiran Data Spasial Objek Pajak 

PBB, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.573.839.000,- terealisasi sebesar 

Rp.569.631.300,- atau 99,27%, dengan output dari 

rencana 6 kecamatan terealisasi sebanyak 6 

kecamatan atau 100%; 

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 16 

kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 

2.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air Dan Listrik, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.2.649.172.000,- terealisasi sebesar 

Rp.2.565.057.823,- atau 96,82%, dengan output dari 
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rencana 4 rekening 12 bulan, terealisasi 4 rekening 

12 bulan atau 100%; 

2.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan 

Perizinan Kendaraan, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.53.300.000,- terealisasi sebesar Rp.53.122.800,- 

atau 99,67%, dengan output dari rencana 48 unit 

roda 4 dan 100 unit roda 2 terealisasi 48 unit roda 4 

dan 100 unit roda 2 100%; 

2.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dari 

rencana anggaran sebesar Rp.456.503.000,- 

terealisasi sebesar Rp.445.974.000,- atau 97,69%, 

dengan output dari rencana 14 orang penyediaan jasa 

kebersihan kantor dan penyediaan 30 jenis alat 

kebersihan kantor terealisasi sebanyak 14 orang 

penyediaan jasa kebersihan kantor dan penyediaan 

30 jenis alat kebersihan kantor atau 100%; 

2.4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.307.008.000,- terealisasi 

sebesar Rp.299.747.000,- atau 97,63%, dengan 

output dari rencana 26 jenis penyediaan alat tulis 

kantor terealisasi 26 jenis penyediaan alat tulis 

kantor atau 100%; 

2.5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan 

Penggandaan, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.320.000.000,- terealisasi sebesar 

Rp.315.274.200,- atau 98,52%, dengan output dari 

rencana 20 jenis atk terealisasi 20 jenis atk atau 

100%; 

2.6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.180.145.000,- terealisasi 

sebesar Rp.175.477.000,- atau 97,41%, dengan 
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output dari rencana 13 jenis alat listrik 12 bulan 

terealisasi 13 jenis alat listrik 12 bulan atau 100%; 

2.7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan 

Perundang-Undangan, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.156.000.000,- terealisasi sebesar 

Rp.156.000.000,- atau 100%, dengan output dari 

rencana 12 jenis koran dan jenis majalah terealisasi 

rencana 12 jenis koran dan jenis majalah atau 100%; 

2.8. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Dari 

Rencana Anggaran sebesar Rp.163.522.000,- 

terealisasi sebesar Rp.152.729.100,- atau 93,40%, 

dengan output dari rencana 5 jenis terealisasi 5 jenis 

atau 100%; 

2.9. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman, Dari 

Rencana Anggaran sebesar Rp.898.800.000,- 

terealisasi sebesar Rp.898.800.000,- atau 100%, 

dengan output dari rencana 16.812 jamuan rapat dan 

jamuan tamu terealisasi 16.812 jamuan rapat dan 

jamuan tamu atau 100%; 

2.10. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke 

Dalam Dan Luar Daerah, dari rencana anggaran 

sebesar Rp.1.858.325.000,- terealisasi sebesar 

Rp.1.793.427.092,- atau 96,51%, dengan output dari 

rencana 12 bulan terealisasi 12 bulan atau 100%; 

2.11. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 

Administrasi/Teknis Perkantoran, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.284.589.000,- terealisasi 

sebesar Rp.284.589.000,- atau 100%, dengan output 

dari rencana 7 tenaga kontrak terealisasi 7 tenaga 

kontrak atau 100%; 

2.12. Kegiatan Penyediaan Pengelolaan Administrasi 

Kepegawaian, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.493.870.000,- terealisasi sebesar 
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Rp.473.028.000,- atau 95,78%, dengan output dari 

rencana 5 dokumen dn 12 bulan terealisasi 5 

dokumen dan 12 bulan atau 100%; 

2.13. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang, 

dari rencana anggaran sebesar Rp.454.669.000,- 

terealisasi sebesar Rp.412.965.000,- atau 90,83%, 

dengan output dari rencana 12 dokumen dan 12 

bulan terealisasi 12 dokumen dan 12 bulan atau 

100%; 

2.14. Kegiatan Penyediaan Sewa Tempat, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.854.840.000,- terealisasi 

sebesar Rp.854.840.000,- atau 100%, dengan output 

dari rencana 8 gedung UPT terealisasi 8 gedung UPT 

atau 100%; 

2.15. Kegiatan Pelayanan Keamanan Kantor, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.1.074.000.000,- terealisasi 

sebesar Rp.1.072.749.000,- atau 99,88%, dengan 

output dari rencana 52 orang terealisasi 52 orang 

atau 100%; 

3) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, 

terdiri dari 10 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 

3.1. Kegiatan Pembangunan Kantor, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.109.000.000,- terealisasi 

sebesar Rp.105.774.900,- atau 97,04%, dengan 

output dari rencana 1 DED gedung terealisasi 

sebanyak 1 DED gedung atau 100%; 

3.2. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, 

dari rencana anggaran sebesar Rp.1.140.000.000,- 

terealisasi sebesar Rp.1.138.927.200,- atau 99,91%, 

dengan output dari rencana 2 unit terealisasi 

sebanyak 2 unit atau 100%; 



  II - 69     
 

B a p p e n d a  

 

3.3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.785.076.000,- terealisasi 

sebesar Rp.779.520.000,- atau 99,29%, dengan 

output dari rencana 5 jenis 60 unit terealisasi 

sebanyak 5 jenis 60 unit atau 100%; 

3.4. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor, dari 

rencana anggaran sebesar Rp.404.047.000,- 

terealisasi sebesar Rp.372.807.000,- atau 92,27%, 

dengan output dari rencana pengadaan 10 jenis 102 

unit terealisasi sebanyak 10 jenis 102 unit atau 

100%; 

3.5. Kegiatan Pengadaan Jaringan Listrik, Air Dan 

Telekomunikasi, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.75.000.000,- terealisasi sebesar Rp.70.465.000,- 

atau 93,95%,-, dengan output sebanyak 1 jenis 

jaringan terealisasi sebesar 1 jenis jaringan atau 

100%; 

3.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dari 

rencana anggaran sebesar Rp.2.278.899.000,- 

terealisasi sebesar Rp.2.261.460.600,- atau 99,23%, 

dengan output dari rencana 1 gedung terealisasi 1 

gedung atau 100%; 

3.7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.552.800.000,- terealisasi sebesar 

Rp.552.705.059,- atau 99,98%, dengan output dari 

rencana 114 unit dan terealisasi 114 unit atau 100%; 

3.8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 

Gedung Kantor, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.503.045.000,- terealisasi sebesar 

Rp.493.545.000,- atau 98,11%, dengan output dari 

rencana 4 jenis 25 unit terealisasi 4 jenis 25 unit atau 

100%; 
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3.9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 

Gedung Kantor, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.545.850.000,- terealisasi sebesar 

Rp.539.978.000,- atau 98,92%, dengan output dari 

rencana 8 jenis atau sebanyak 335 unit/paket  

terealisasi 8 jenis atau sebanyak 335 unit/paket  atau 

100%; 

3.10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 

Halaman Kantor, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.403.688.000,-, terealisasi sebesar 

Rp.402.000.500,- atau 99,58% dengan output dari 

rencana 3 paket 300 meter terealisasi 3 paket 300 

meter atau 100%; 

4) Program peningkatan disiplin aparatur terdiri dari 1 

kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 

4.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, dari 

rencana anggaran sebesar Rp.137.730.000,- 

terealisasi sebesar Rp.137.730.000,- atau 100%, 

dengan output dari rencana 221 stel terealisasi 221 

stel atau 100%; 

5) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 

5.1. Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal, dari 

rencana anggaran sebesar Rp.242.764.000,- 

terealisasi sebesar Rp.227.200.000- atau 93,59%, 

dengan output dari rencana 123 orang terealisasi 123 

orang atau 100%; 

5.2. Kegiatan Pembinaan Mental Dan Rohani Bagi 

Aparatur, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.134.489.000,- terealisasi sebesar 

Rp.138.360.000,- atau 99,91%, dengan output dari 

rencana 55 kali terealisasi 55 kali atau 100%; 
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6) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan terdiri dari 9 kegiatan 

dengan perincian sebagai berikut : 

6.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.250.276.000,- terealisasi 

sebesar Rp.246.815.000,- atau 98,62%, dengan 

output dari rencana 33 dokumen terealisasi sebanyak 

33 dokumen atau 100%; 

6.2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Semesteran, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.77.770.000,- terealisasi sebesar Rp.76.187.850,- 

atau 97,97%, dengan output dari rencana 1 dokumen 

terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%; 

6.3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 

Tahun, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.37.700.000,- terealisasi sebesar Rp.37.699.700,- 

atau 100%, dengan output dari rencana 1 dokumen 

terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;  

6.4. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran, dari 

rencana anggaran sebesar Rp.171.765.000,- 

terealisasi sebesar Rp.171.764.530,- atau 100%, 

dengan output dari rencana 15 dokumen terealisasi 

15 dokumen atau 100%; 

6.5. Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD, dari 

rencana anggaran sebesar Rp.815.632.000,- 

terealisasi sebesar Rp.774.160.300,- atau 94,92%, 

dengan output dari rencana 48 dokumen terealisasi 

sebanyak 48 dokumen atau 100%; 

6.6. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan SKPD, 

dari rencana anggaran sebesar Rp.190.880.000,- 

terealisasi sebesar Rp.190.189.100,- atau 99,64%, 
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dengan output dari rencana 16 dokumen terealisasi 

sebanyak 16 dokumen atau 100%; 

6.7. Kegiatan Publikasi Kinerja SKPD, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.409.700.000,- terealisasi 

sebesar Rp.407.700.000,- atau 99,51%, dengan 

output dari rencana publikasi kinerja pada 5 media 

massa 4 kali 171 sosialisasi media massa terealisasi 5 

media massa 4 kali 171 sosialisasi media massa atau 

100%; 

6.8. Kegiatan Penyusunan Renja SKPD, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.113.418.000,- terealisasi 

sebesar Rp.113.035.198,- atau 99,66%, dengan 

output dari rencana 4 dokumen terealisasi 4 

dokumen atau 100%; 

 

2.1.3 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target 

Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan 

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

terdiri dari 39 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 

1.1. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-

Sumber Pajak Daerah, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.181.270.000,00 terealisasi sebesar 

Rp.181.037.966,00 atau 99,87%, dengan output dari 

rencana jumlah 225 wajib pajak terealisasi sebanyak 

252 wajib pajak atau 112,00 %; 

1.2. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak 

Daerah, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.351.992.000,00 terealisasi sebesar 

Rp.351.816.700,00 atau 99,95 %, dengan output dari 

rencana 54 dokumen wajib pajak yang diperiksa 

terealisasi 60 dokumen wajib pajak yang diperiksa 

atau 111,11 %; 
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1.3. Kegiatan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah 

dari rencana anggaran sebesar Rp.82.508.000,00 

terealisasi sebesar Rp.82.508.000,00 atau 100 %, 

dengan output dari rencana 16.654 nota pajak 

terealisasi 18.390 nota pajak atau 110,42 %; 

1.4. Kegiatan Sosialisasi Pendapatan Daerah, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.852.702.000,- terealisasi 

sebesar Rp.842.743.700,- atau 98,95%, dengan 

output dari rencana melalui  5.060 (media elektronik, 

media cetak, media tatap muka) terealisasi sebanyak 

5.065 (media elektronik, media cetak, media tatap 

muka) atau 100,10%; 

1.5. Kegiatan Penagihan PBB, dari rencana anggaran 

sebesar Rp.4.977.205.000,00 terealisasi sebesar 

Rp.4.967.463.000,00 atau 99,80 %, dengan output 

dari rencana sebesar Rp.100.000.000.000,00 , 

terealisasi sejumlah Rp.107.448.163.390,00 atau 

107,45 %; 

1.6. Kegiatan Pelayanan Validasi BPHTB, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.452.015.000,00 terealisasi 

sebesar Rp.444.289.300,00 atau 98,28 %, dengan 

output dari rencana 46.000 berkas terealisasi 

sebanyak 49.332 berkas atau 107,24 %; 

1.7. Kegiatan Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB, dari 

rencana anggaran sebesar Rp.412.924.000,00 

terealisasi sebesar Rp.412.924.000,00 atau 100 %, 

dengan output dari rencana 46.000 berkas yang 

terealisasi sebanyak 49.332 berkas atau 107,24 %; 

1.8. Kegiatan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah, dari 

rencana anggaran sebesar Rp.293.766.000,00 

terealisasi sebesar Rp.293.751.600,00 atau 100 %, 

dengan output dari rencana 500 wajib pajak 

terealisasi sebanyak 815 wajib pajak atau 163,00 %; 
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1.9. Kegiatan Pendataan Wajib Pajak Daerah, dari rencana 

anggaran sebesar Rp.478.742.000,00 terealisasi 

sebesar Rp.478.696.100,00 atau 99,99 %, dengan 

output dari rencana 35.000 SPTPD terealisasi 

sebanyak 43.921 SPTPD atau 128,00 %;  

1.10. Kegiatan Penerbitan Dan Pendistribusian Dokumen 

Ketetapan Pajak Daerah, dari rencana anggaran 

sebesar Rp.336.336.000,00 terealisasi sebesar 

Rp.336.315.600,00 atau 99,99 %, dengan output dari 

rencana 19.238 dokumen terealisasi sebanyak 19.949 

dokumen atau 103.70 %; 

1.11. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Data BPHTB, 

dari rencana anggaran sebesar Rp.325.664.000,00 

terealisasi sebesar Rp.325.663.400,00 atau 100 %, 

dengan output dari rencana 250 Perumahan 

terealisasi sebanyak 270 Perumahan atau 108,00%; 

1.12. Kegiatan Penanganan Keberatan Dan Pengurangan 

PBB dari rencana anggaran sebesar 

Rp.333.722.000,00 terealisasi sebesar 

Rp.333.197.500,00 atau 99,84 %, dengan output dari 

12.500 wajib pajak terealisasi sebanyak 12.552 wajib 

pajak atau 100,42 %; 

1.13. Kegiatan Verifikasi Data Objek Pajak Bumi dan 

Bangunan, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.615.740.000,00 terealisasi sebesar 

Rp.615.054.700,00 atau 99,89 %, dengan output dari 

rencana 2.238 wajib pajak terealisasi sebanyak 2.244 

wajib pajak atau 100,27 %; 

1.14. Kegiatan Pemantauan Produksi Mineral bukan logam 

dan batuan, dari rencana anggaran sebesar 

Rp.77.650.000,- terealisasi sebesar Rp.77.649.989,- 

atau 99,99%, dengan output dari rencana 284 wajib 
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pajak terealisasi sebanyak 286 wajib pajak atau 

100,70%; 

2.1.4 Uraian Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, 

Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja 

Program/Kegiatan 

1. Belum optimalnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, menyebabkan 

persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum 

setara dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

2. Belum optimalnya akurasi data potensi pendapatan daerah; 

3. Banyaknya kegiatan yang dapat direalisasikan sesuai dengan 

jadwal yang sudah direncanakan dalam Anggaran Kas; 

4. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan 

daerah; 

5. Penerapan teknologi informasi dalam menunjang setiap 

aktivitas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bogor; 

6. Kompetensi pegawai yang secara terus menerus 

ditingkatkan;  

7. Terjalinnya koordinasi dan sinergitas yang baik dengan 

perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya; 

8. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor untuk melaksanakan 

pengelolaan anggaran secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 

rasa keadilan, kepatutan, serta taat pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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2.1.5 Uraian Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian 

Program Renstra Perangkat Daerah 

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target 

capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bogor 

adalah sebagai berikut : 

1. Terhadap program dan kegiatan yang target capaiannya 

belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah 

Kabupaten Bogor berdampak pada laporan kinerja realisasi 

keuangan Kabupaten Bogor; 

2. Terhadap program dan kegiatan yang target capaiannya telah 

memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah 

Kabupaten Bogor berdampak positif bagi kelancaran 

administrasi perkantoran pada khususnya dan 

mengoptimalkan pendataan sumber-sumber Pendapatan Asli 

Daerah ; 

3. Terhadap program dan kegiatan yang target capaiannya telah 

melebihi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kabupaten 

Bogor berdampak untuk mengoptimalkan pendayagunaan 

aset daerah untuk menghasilkan PAD. 

 

2.1.6 Uraian Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran 

yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab 

Tersebut 

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para 

Kabid, Kasubid dan Kasubag yang menangani kegiatan; 

2. Perlu adanya pemantapan kelembagaan dan sistem 

operasional pemungutan Pendapatan Daerah; 

3. Perlu adanya peningkatan Pendapatan Daerah dengan 

intensifikasi dan ekstensifikasi; 

4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis; 

5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima sebagai upaya 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar 

pajak; 
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6. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dalam rangka 

meningkatkan pendapatan; 

7. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan 

pelayanan kepada wajib pajak; 

8. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan 

terpercaya dalam rangka guna terciptanya kepuasan pelayanan 

prima dan peningkatan pendapatan; 

9. Perlu adanya koordinasi dengan daerah lain mengenai 

penyusunan produk hukum; 

10. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data objek dan 

subjek pajak; 

11. Menyelenggarakan pelatihan teknis terkait pemungutan 

pajak daerah; 

 

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun 2018 dan tahun 

berjalan 2019 serta target pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 

Kabupaten Bogor dapat dilihat melalui tabel 2.1 dibawah ini : 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan 

dan sasaran. Pencapaian tujuan renstra yaitu Tata Kelola Pendapatan 

Daerah Yang Bersih, Efektif dan Akuntabel dan terdapat dua  sasaran, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Berkualitas,  

dengan indikator sasaran Kesesuaian Target dan Realisasi 

Pendapatan Daerah, dengan program dan indikator capaian 

program sebagai berikut: 

a. Program Perencanaan Pendapatan Daerah dengan indikator 

capaian program Jumlah Pendapatan Daerah dan target 

sebesar Rp 6.323.403.256.536 ; 

b. Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer dengan 

indikator capaian program Persentase Dana Transfer 

Terhadap Pendapatan Daerah dengan target 39,87%, dan 

rumus Dana Transfer / Pendapatan Daerah * 100%; 

c. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 

dengan indikator capaian program Jumlah Pendapatan Asli 

Daerah dengan target Rp 2.792.100.908.536 . 

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah, dengan 

indikator sasaran Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

a. Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, 

Dan Pajak Air Tanah dengan indikator capaian program 

Jumlah Penerimaan 8 Jenis Pajak Daerah dengan target       

Rp 780.542.408.417 , Jumlah Piutang 8 Pajak Daerah yang 

berbayar sebesar Rp 28.498.162.096  dan Jumlah Wajib Pajak 

8 Jenis Pajak Daerah 4.990 wajib pajak; 
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b. Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan 

Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) dengan indikator capaian 

program Jumlah Penerimaan PBB P2 dengan target               

Rp 494.650.623.496 , Jumlah Piutang PBB P2 Yang Berbayar 

Rp 96.950.494.330 , dan Jumlah SPPT Berbayar/ Jumlah 

SPPT DHKP * 100% ( Collection Ratio ) 59,27%; 

c. Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan indikator capaian 

program Jumlah Penerimaan BPHTB dengan target               

Rp 609.535.488.087 ; 

d. Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Wilayah 

Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A dengan indikator capaian 

program Persentase Realisasi terhadap Target Pajak Daerah 

pada Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A sebesar 100%. 

 

Hasil analisis kinerja pelayanan disajikan dalam tabel 2.2. 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, 

sebagaimana terlampir. 
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2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 

mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan 

keuangan di bidang pendapatan daerah, yang menjadi kewenangan 

Kabupaten Bogor, melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang 

tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai 

berikut : 

a) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah; 

b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan 

daerah; 

c) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang 

urusan; 

d) Pelaksanaan administrasi Badan; dan  

e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor diperkirakan akan 

menghadapi sejumlah isu penting, baik yang bersifat tantangan 

maupun peluang. Tantangan yang diperkirakan akan muncul antara 

lain: 

1. Belum tersedianya regulasi terkait pengadaan tenaga fungsional 

untuk pemungutan pajak daerah; 

2. Bagi hasil pajak dan non pajak yang kurang sesuai dengan 

kebutuhan daerah; 

3. Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah pengelola 

pelayanan perizinan terkait potensi pajak daerah; 

4. Masih kurangnya  SDM yang memiliki kemampuan teknis yang 

dibutuhkan dalam pemungutan pajak daerah seperti Legal Drafter, 
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Penilai PBB, Pemeriksa Pajak, Pemetaan, Juru Sita Pajak, dan lain-

lain; 

5. Masih kurangnya ketersediaan jumlah SDM; 

6. Belum terintegrasinya sistem  informasi pemungutan pajak daerah 

dengan pengelola perizinan maupun instansi terkait; 

7. Masih kurangnya sarana dan prasarana  pendukung pengelolaan 

pajak daerah secara elektronik; 

8. Belum optimalnya pemanfaatan website sebagai media informasi 

dan sosialisasi kepada masyarakat baik yang telah menjadi wajib 

pajak maupun yang belum menjadi wajib pajak; 

9. Belum adanya  bidang yang bertanggung jawab mengelola 

teknologi informasi; 

10. Pembayaran pajak belum tepat waktu dan tepat jumlah; 

11. Belum akuratnya bank data sebagai dasar perhitungan potensi 

dan target pajak daerah; 

12. Belum optimalnya penanganan piutang PBB Perdesaan dan 

Perkotaan; 

13. Masih rendahnya collection ratio PBB Perdesaan dan Perkotaan; 

14. Masih adanya pelaporan  transaksi peralihan hak milik atas tanah 

dan bangunan yang tidak sesuai dengan fakta; 

15. Masih terdapatnya peralihan hak milik tercatat di BPN namun 

BPHTB tidak masuk ke kas daerah; 

16. Belum optimalnya jangkauan pelayanan Pajak Daerah  bagi 

masyarakat di pelosok  kabupaten Bogor; 

17. Belum optimalnya pengelolaan dana transfer khususnya DAK dan 

Bantuan Keuangan Provinsi oleh Perangkat Daerah Pengguna; 

18. Belum optimalnya penggalian potensi pajak daerah; 

19. Masih rendahnya pencapaian penerimaan PAD dari sektor retribusi 

daerah (tahun 2018  hanya 6,26  % dari total PAD); 

20. Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengelola 

Retribusi Daerah maupun Instansi terkait lainnya; 
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21. Masih rendahnya kontribusi Laba atas penyertaan modal pada 

Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebagai salah satu sumber 

peningkatan PAD selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

22. Masih rendahnya kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang sah dalam mendukung peningkatan PAD. 

Sedangkan beberapa peluang bagi penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, 

antara lain: 

1. Pemantauan dan pemeriksaan pajak daerah secara berkala; 

2. Melakukan verifikasi lapangan; 

3. Melakukan analisa zona nilai tanah (ZNT) dan nilai indikasi rata-

rata (NIR); 

4. Melakukan pendaftaran dan pendataan calon wajib pajak; 

5. Penyusunan produk hokum; 

6. Koordinasi dengan daerah lain mengenai penyusunan produk 

hukum; 

7. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi penegak hokum; 

8. Koordinasi dengan instansi pengelola retribusi daerah mengenai 

penyusunan produk hokum; 

9. Identifikasi data piutang PBB P2;  

10. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data objek dan subjek 

pajak; 

11. Penyempurnaan dan identifikasi peta PBB P2; 

12. Penyempurnaan sistem informasi; 

13. Menyelenggarakan pelatihan teknis terkait pemungutan pajak 

daerah; 

14. Mengikutsertakan diklat fungsional teknis yang diselenggarakan 

Pusdiklat Pajak; 

15. Kerjasama dengan : KPP & BPN (kaitan optimalisasi penerimaan 

BPHTB); Kejaksaan (kaitan piutang PBB P2); Kepolisian (kaitan 

pemeriksaan pajak daerah); BJB, BRI (kaitan setoran pajak 

daerah); 
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16. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi intensif dengan 

KEMENDAGRI, KEMENKEU, PROVINSI, DAN ESDM PROVINSI; 

17. Peningkatan layanan mobil keliling; 

18. Menambah sarana pada loket pelayanan; 

19. Menempatkan Bank BJB di 8 UPT Pajak Daerah; 

20. Pemberdayaan PLD dan UPT; 

21. Pembayaran pajak secara online; 

22. Layanan sms pengaduan dan call center; 

23. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana;  

24. Melakukan sosialisasi pajak daerah; 

25. Pengelolaan website resmi BAPPENDA Kabupaten Bogor. 

Dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang 

direncanakan di dalamnya terdapat formulasi isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tahun 2020 

dapat dilihat melalui tabel 2.3 dibawah ini : 
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2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan 

kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun 

dengan berpedoman mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat 

Daerah (RKPD). Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 

tahun 2020 merupakan langkah awal dalam penyusunan Renja pada 

tahun 2020 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan 

perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2020 yang berisi 

program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. 

Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan 

dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi 

perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam 

pembangunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bogor. 

Pada rencana kerja tahun 2020 akan disinkronisasi dengan 

rancangan awal RKPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk 

dijadikan rencana kerja tahun 2020. Perbandingan rancangan awal 

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah mengusulkan anggaran sebesar                          

Rp 43.188.886.814,-  dengan 8 Program dan 96 Kegiatan. Setelah 

dilakukannya verifikasi ada beberapa kegiatan yang anggarannya di 

drop, sehingga menjadi Rp 42.413.886.814,- dengan 8 Program dan 95 

Kegiatan. Dari hasil analisis kebutuhan tersebut dikarenakan ada 

nama nomenklatur yang dialihkan nama kegiatannya karena belum 

sesuai dengan uraian kegiatan di dalamnya dan juga ada kegiatan 

yang sudah diusulkan tetapi tidak boleh diajukan pada tahun 2020. 

Jika dilihat per program, jumlah anggaran yang mengalami perubahan 

yang cukup besar pada Program Kesekretariatan yakni Program 

Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan 
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dan Pelaporan Perangkat Daerah, jika pada program bidang-bidang 

hanya terjadi perubahan yang sangan minim. Berikut ini adalah tabel 

review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020 Kabupaten Bogor 

dapat dilihat pada Tabel 2.4 . 
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Penelahaan atau kajian/proses usulan program/kegiatan 

masyarakat pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun Anggaran 2020 diambil melalui jalur partisipatif yaitu 

melalui kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Bogor di kecamatan 

dan kabupaten (melalui Forum Gabungan SKPD dan rapat intern 

bidang-bidang pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) dengan 

mengacu kepada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020. Rekapitulasi usulan 

program/kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 yang 

sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD 

hingga dilaksanakannya Forum Perangkat Daerah, disajikan dalam 

tabel 2.5. 
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    BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

tahun 2020 diselaraskan dengan Renja Pusat dan Renja Provinsi Jawa 

Barat. Adapun keterkaitan kebijakan tersebut sebagai berikut : 

3.1.1 Uraian Terkait Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan 

Nasional yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan 

prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan Nasional. Keberhasilan pelaksanaan 

pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan 

seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu, perlu dibangun sistem yang 

terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di 

tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh 

kabupaten/kota. Guna memberikan arahan bagi pembangunan 

nasional Tahun 2020, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, yaitu: 

“Pembangunan Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan 

Berkualitas”. Penjabaran dari tema pembangunan tersebut dalam 

bentuk prioritas pembangunan. Pada dokumen RKP Tahun 2020, 

telah ditetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu 

sebagai berikut: 

 
1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan  

Prioritas nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan 

Kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

daya saing masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan 
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perubahan kondisi global termasuk perkembangan teknologi. 

Kebijakan pembangunan manusia secara umum akan diarahkan 

pada tiga strategi: penguatan dan perluasan akses penduduk 

terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan 

ketahanan ekonomi masyarakat, serta penguatan karakter dan 

kebudayaan.  

Sasaran pembangunan manusia adalah meningkatnya kualitas 

sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya nilai 

Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Pemuda. 

Sementara itu, pengentasan kemiskinan ditujukan untuk 

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. 

2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah  

Prioritas nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah 

dilaksanakan untuk menjamin seluruh wilayah: (1) mendapatkan 

akses infrastruktur yang layak, berkelanjutan, dan terjangkau; (2) 

menjamin keterhubungan kawasan prioritas dan sistem jaringan 

utama logistik; serta (3) mendorong percepatan dan pemerataan 

kualitas akses dan optimalisasi pemanfaatan TIK.  

3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja  

Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan 

Kesempatan Kerja dilaksanakan untuk meningkatkan nilai 

tambah, investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan 

kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, 

pariwisata dan ekonomi kreatif/digital.  

4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan  

Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan 

Hidup dilaksanakan untuk menyediakan pangan, air, energi, serta 

pelestarian lingkungan hidup yang berguna untuk memenuhi 

kebutuhan dasar dan mendorong sektor-sektor ekonomi produktif 

di dalam negeri. Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan 

hidup dilaksanakan untuk mencapai kemandirian, keadilan, dan 

keberlanjutan pembangunan.  
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5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan  

 

Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan 

dilaksanakan untuk memastikan terjaganya keutuhan wilayah dan 

rasa aman di masyarakat, meningkatnya pelayanan dan 

perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum 

Indonesia (BHI) di luar negeri dan terwujudnya penegakan hukum 

dan sistem anti korupsi yang optimal, menurunnya 

penyalahgunaan narkotika, serta meningkatkan keamanan siber. 

3.1.2 Uraian Terkait Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan 

Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi 

Perangkat Daerah 

Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan 

yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang 

inherent tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih 

umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi 

sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan 

untuk mendukung strategi. Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut: 

 

Strategi 1: Meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang 

Sah. 

Arah Kebijakan: 

1. Mendorong kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, terutama 

yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU); 

2. Mendorong dilakukannya balik nama kendaraan bermotor atas 

penyerahan kedua dan seterusnya; 

3. Mendorong kepatuhan Wajib Pajak Air Permukaan; 

4. Mendorong kepemilikan SIPPA bagi para pelaku usaha yang 

memanfaatkan air permukaan; 

5. Mengoptimalkan layanan pajak daerah menuju zero complain; 
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6. Meningkatkan akurasi basis data kendaraan bermotor; 

7. Meningkatkan akurasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); 

8. Meningkatkan akurasi realisasi Dana Perimbangan; 

9. Memastikan semua Badan Usaha PBBKB yang ada di Jawa Barat 

menjadi Wajib Pungut; 

10. Mengoptimalkan pendayagunaan Aset Daerah untuk menghasilkan 

PAD; 

11. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil dan 

instansi terkait yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah; 

12. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholders yang 

terkait dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pendapatan 

dan pelayanan; 

13. Mengoptimalkan Pendataan Sumber-Sumber Pendapatan Asli 

Daerah Berbasis Mobile Sistem. 

 

Strategi 2: Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi 

unsur-unsur penunjang pelayanan publik. 

Arah Kebijakan: 

1. Melakukan simplifikasi dan perbaikan terhadap Sistem, 

Mekanisme, dan Prosedur pelayanan sesuai dengan harapan dan 

kebutuhan masyarakat pengguna layanan; 

2. Meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap Sistem, Mekanisme, 

dan Prosedur pelayanan yang berlaku; 

3. Membangun maklumat pelayanan yang memuat komitmen 

penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan 

prima; 

4. Memberikan jaminan kepastian serta transparansi waktu dan 

biaya pelayanan; 

5. Meningkatkan hard skill dan soft skill aparatur pemberi layanan; 

6. Mengembangkan Kreativitas dan Inovasi Pelayanan serta Sistem 

Informasi Pendapatan Berbasis Teknologi Informasi; 

7. Mengoptimalkan penanganan atas pengaduan, saran, dan 

masukan dari masyarakat; 
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8. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana untuk 

kenyamanan masyarakat pengguna layanan; 

9. Menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala. 

 

Strategi 3: Mengoptimalkan Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, 

Evaluasi, 

dan Capaian Kinerja serta Pembinaan dan Pengendalian Internal. 

Arah Kebijakan: 

1. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi dokumen 

Rencana Strategis; 

2. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi dokumen 

Rencana Kerja; 

3. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja pendapatan daerah; 

4. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja belanja; 

5. Meningkatkan kajian pengembangan layanan pendapatan daerah; 

6. Meningkatkan dukungan regulasi pendapatan dan pelayanan; 

7. Mengembangkan kerja sama pendapatan dan pelayanan; 

8. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi 

pengukuran kinerja; 

9. Mengoptimalkan pemenuhan pelaporan kinerja serta kualitas 

penyajia dan pemanfaatan informasi kinerja; 

10. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan evaluasi 

internal; 

11. Mengoptimalkan pencapaian sasaran/kinerja organisasi; 

12. Mengoptimalkan pemeriksaan, pengendalian, pemutakhiran dan 

pendampingan; 

13. Meningkatkan Pembinaan dan Kepatuhan Aparatur. 

 

Strategi 4: Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja 

serta kompetensi dan kinerja aparatur. 

Arah Kebijakan: 

1. Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 
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2.  Mengoptimalkan ketersediaan konstruksi atau sarana penunjang 

kantor; 

3.  Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur; 

4. Meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani aparatur; 

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan; 

6. Mengoptimalkan pemeliharaan kendaraan dinas, perabotan, 

fasilitas dan gedung kantor; 

7. Mengoptimalkan ketersediaan alat pendukung fasilitas kantor; 

8. Mengoptimalkan ketersediaan jasa keamanan dan kebersihan 

beserta peralatannya; 

9. Mengoptimalkan ketersediaan barang habis pakai kantor; 

10. Mengoptimalkan ketersediaan langganan kantor dan tenaga teknis 

non pegawai kantor; 

11. Mengoptimalkan ketersediaan sewa, publikasi dan dokumentasi 

kantor; 

12. Mengoptimalkan ketersediaan rapat internal dan luar kantor. 

 

Pembangunan Jawa Barat merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Pembangunan Nasional. Provinsi Jawa Barat telah 

menetapkan Tema yaitu “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan 

Pelayanan Publik“ . Penjabaran dari tema pembangunan tersebut 

dalam bentuk prioritas pembangunan Jawa Barat Tahun 2020 sebagai 

berikut: 

1. Prioritas Pertama, Akses Pendidikan Untuk Semua, melalui : (a) 

Sekolah Juara – Implementasi dalam bentuk Sekolah Jabar Juara 

(Sejajar), Jabar Masagi, Sekolah Tanpa Gawai (Setangkai), Sekolah 

Terpadu; (b) Guru Juara – peningkatan guru yang berkualitas 

dengan kompetensi yang tersertifikasi serta berdaya saing; (c) SMK 

Juara – pembangunan dan revitalisasi SMK di Jawa Barat, 

Sertifikasi Nasional bagi SMK, dan menciptakan SMK yang sesuai 

dengan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan pasar kerja, (d) 

Perguruan Tinggi Juara dengan menjadikan Perguruan Tinggi 
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sebagai Center of Excelence dan Inovation; (e) Budaya Juara, dalam 

rangka Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat yang meliputi tradisi 

lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus; pengetahuan tradisional, 

teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga 

tradisional dan cagar budaya; (f) Perempuan Juara – Sekolah 

Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) merupakan 

sekolah untuk perempuan khususnya di pedesaan (g) Olahraga 

Juara – mempertahankan juara umum Pekan Olahraga Nasiona 

(PON) XIX Tahun 2020; (g) Milenial Juara – mencetak generasi 

muda yang cerdas dan kreatif untuk menjawab berbagai tantangan 

serta persaingan global; (h) Migran Juara – program perluasan 

kesempatan kerja ke luar negeri bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) asal Jawa Barat; (i) Tanggap Bencana Juara – meningkatkan 

pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana, baik 

sebelum, pada saat, dan setelah bencana terjadi. 

2. Prioritas Kedua, Desentralisasi Pelayanan Kesehatan, melalui : 

(a) Kesehatan Juara – Peningkatan pelayanan kesehatan dengan 

melakukan kunjungan dan perawatan gratis oleh dokter dan 

tenaga medis ke rumah-rumah masyarakat (Layad Rawat), (b) 

Puskesmas Juara – peningkatan sarana dan prasarana puskesmas 

yang memadai dan terakreditasi, Pembangunan dan Revitalisasi 

Rumah Sakit, pengadaan Kendaraan Konseling Silih Asih (Mobil 

Kekasih), Jaminan kesehatan masyarakat miskin yang terintegrasi 

dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Pos Kesehatan 

Pesantren (Poskestren); (c) Ibu dan Anak Juara –  pemberian Ojek 

Makanan Bayi dan Balita (OMABA) dan Ngabring Ka Sakola 

(Ngabaso).  

3. Prioritas Ketiga, Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, 

melalui: (a) Petani Juara – Peningkatan produksi dan 

produktivitas pertanian; (b) Nelayan Juara – Peningkatan produksi 

dan produktivitas kelautan dan perikanan, serta menjaga 

kelestarian laut dan kawasan pesisir; (c) Industri Juara – 

Peningkatan kualitas dan nilai produksi yang mengarah pada 
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peningkatan penyerapan tenaga kerja; (d) Pasar Juara – 

Revitalisasi Pasar Rakyat, (e) Logistik Juara – mengefektifkan 

distribusi produk bahan pokok (konsumsi) sekaligus menjamin 

ketersediaan bahan pokok dan barang penting; (f) UMKM Juara – 

meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM; (g) Wirausaha Juara  

–  Peningkatan kualitas dan kapasitas pelaku usaha, terutama 

start-up, dengan mengefektifkan dan memperluas cakupan 

inkubator bisnis. 

4. Prioritas Kempat, Pengembangan destinasi dan infrastruktur 

pariwisata, melalui : (a) Pariwisata Juara – membangun akses ke 

destinasi yang sudah ada; membangun destinasi wisata baru dan 

membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis pariwisata, (b) 

Ekonomi Kreatif Juara – Peningkatan  kapasitas kelembagaan 

pelaku usaha, sarana parasarana, dan pengembangan produk 

ekonomi kreatif serta pemanfaatan teknologi digital. 

5. Kelima, Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara, melalui: 

(a) Pesantren Juara – Peningkatan ekonomi pesantren (One 

Pesantren One Product/OPOP), peningkatan sarana dan parasarana 

pesantren, pemberian beasiswa santri dan insentif kyai dam 

penyertaraan alumi pesantren; (b) Masjid Juara – Subuh 

Berjamaah & Magrib Mengaji; Kredit Masyarakat Sejahtera dan  

Masjid Ramah dan (c) Ulama Juara – Ajengan Masuk Sekolah; 

Beasiswa Kuliah untuk Penghafal Al-Qur’an dan English for Ulama. 

6. Prioritas Keenam, Infrastruktur Konektivitas Wilayah, melalui : 

Transportasi Juara. Dukungan terhadap pembangunan proyek 

strategis nasional yaitu: Pembangunan Inland waterways CBL, 

Terminal dan Pendukungnya, Pembangunan Pelabuhan 

Internasional Patimban di Kabupaten Subang, reaktivasi empat 

jalur kereta api, pembangunan 16 (enam belas) ruas jalan tol di 

Jawa Barat, pembangunan Jalan Puncak II di Kabupaten Bogor 

dan Kabupaten Cianjur, peningkatan dan pelebaran jalan 

alternative Lingkar Gentong di Kabupaten Tasikmalaya, 

peningkatan Jalan Soreang-Ciwidey, peningkatan dan pelebaran 
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jalan Jalur Bandung – Soreang – Naringgul – Cidaun. Peningkatan 

dan pelebaran Jalan Jalur Banjar – Kalipucang – Pangandaran.  

7. Prioritas Ketujuh, Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa), 

 melalui : Satu Desa Satu BUMDes, One Village One Company 

(OVOC), desa digital, patriot desa, CEO BUMDesa (Chief Executive 

Officer), kampung keluarga juara, desa sejahtera mandiri, desa 

wisata, sapa warga, mobil siaga, penguatan infrastruktur 

perdesaan dan pembangunan jembatan desa. 

8. Prioritas Kedelapan, Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah 

(Golekmah), melalui : Pelayanan kesehatan untuk warga kurang 

mampu, sekolah gratis bagi warga kurang mampu, Perbaikan 

Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Beasiswa Perguruan Tinggi 

bagi warga kurang mampu, buruh juara dan sembako gratis. 

9. Prioritas Kesembilan, Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan 

Daerah, melalui : Birokrasi Juara – Birokrasi juara yakni upaya 

dalam meningkatkan birokrasi yang efektif dan efisien, bersih dan 

akuntabel serta pelayanan publik berkualitas, ASN Juara adalah 

upaya menciptakan ASN yang berkualitas melalui corporate-

university, talent management/talent pool, e-aparatur, lelang 

jabatan, remunerasi berbasis kinerja dan beasiswa bagi ASN, APBD 

Juara adalah upaya optimalisasi perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah melalui melalui 

inovasi teknologi (e-planning, e-budgeting, e-monev), optimalisasi 

dana pembangunan untuk kabupaten/kota dan penguatan 

Kemitraan Pemerintah – Badan Usaha (KPBU), BUMD Juara – 

 mereformasi BUMD dengan menerapkan Good Coorporate 

Governance, meningkatkan efektifitas dan efisiensi BUMD guna 

meningkatkan PAD Jawa Barat, mendorong kemitraan BUMD 

dengan Badan Usaha Swasta, dan optimalisasi pemanfaatan aset 

provinsi. 

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk 

menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka 
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dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk 

untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah 

baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional. Kebijakan 

Nasional dan Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dijadikan pedoman 

dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. 

Identifikasi Telahaan Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat 

dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut : 
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3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bogor 

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan sasaran 

adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, 

berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh 

dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Tujuan dan 

sasaran memiliki indikator yang dapat menggambarkan ketercapaian 

visi dan misi pada skala dampak/impact.  

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 mengacu kepada 

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2018-2023, yang disesuaikan dengan perkiraan-perkiraan 

kondisi dan asumsi di Tahun 2020 serta arahan pembangunan daerah 

yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. 

Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2018-2023, yaitu:  

“ Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Bersih, Efektif dan 

Akuntabel “ 

Dari tujuan tersebut dirumuskan 2 (dua) sasaran Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah, yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Berkualitas, 

dengan indikator sasaran : 

1.1. Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, dengan 

program dan indikator capaian program sebagai berikut: 

a. Program Perencanaan Pendapatan Daerah dengan 

indikator capaian program adalah Jumlah Pendapatan 

Daerah. Pada tahun 2020 target Jumlah Pendapatan 

Daerah sebesar Rp 6.323.403.256.536 ; 

b. Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer dengan 

indikator capaian program adalah Persentase Dana 
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Transfer Terhadap Pendapatan Daerah dengan rumus 

Dana Transfer / Pendapatan Daerah x 100%. Pada tahun 

2020, target Persentase Dana Transfer terhadap 

Pendapatan Daerah sebesar 55,84%; 

c. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 

dengan indikator capaian program adalah Jumlah 

Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2020, target Jumlah 

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2.792.100.908.536 . 

 

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah, dengan 

indikator sasaran : 

2.1. Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, 

dengan program dan indikator capaian program sebagai 

berikut: 

a. Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan 

Batuan, Pajak Parkir, Dan Pajak Air Tanah dengan 

indikator capaian program adalah Jumlah Penerimaan 8 

Jenis Pajak Daerah. Pada tahun 2020, target Jumlah 

Penerimaan 8 Jenis Pajak Daerah sebesar Rp 

780.542.408.417 , Jumlah Piutang 8 Pajak Daerah yang 

berbayar sebesar    Rp 28.498.162.096 dan Jumlah Wajib 

Pajak 8 Jenis Pajak Daerah 4.990 wajib pajak ; 

b. Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan 

Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) dengan 

indikator capaian program adalah Jumlah Penerimaan 

PBB P2, Jumlah Piutang PBB P2 Yang Berbayar, dan    

(Rumus : Jumlah SPPT Berbayar/ Jumlah SPPT DHKP x 

100%. Pada tahun 2020, target Jumlah Penerimaan PBB 

P2  sebesar Rp 494.650.623.496, Jumlah Piutang PBB P2 

Yang Berbayar Rp 96.950.494.330 , dan Collection Ratio 

sebesar 59,27% ; 
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c. Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan indikator capaian 

program adalah Jumlah Penerimaan BPHTB. Pada tahun 

2020, target Jumlah Penerimaan BPHTB sebesar             

Rp 609.535.488.087 ; 

d. Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Wilayah 

Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A dengan indikator capaian 

program adalah Persentase Realisasi terhadap Target 

Pajak Daerah pada Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas 

A, dengan rumus Realisasi/Target x 100%. Pada tahun 

2020, target Pajak Daerah pada Wilayah Kerja UPT Pajak 

Daerah Kelas A sebesar 100% . 

Adapun Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 
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3.3 Program dan Kegiatan 

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam 

bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil 

yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan kata lain, 

Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai 

sasaran RPJMD, sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah 

serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.  

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu 

indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, didasarkan pada 

strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu 

indikatif dalam  RPJMD. Hal itu bertujuan untuk menjamin 

kesesuaian antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, 

dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah.  

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, 

rencana program perangkat daerah Kabupaten Bogor untuk Tahun 

2019 sampai dengan tahun 2023 berjumlah 481 program yang 

merupakan pelaksanaan dari urusan wajib pelayanan dasar dan 

pelayanan non dasar, urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten 

Bogor, penunjang urusan, pendukung dan kewilayahan. 

Adapun rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020, yang tertuang 

dalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 

2020, terdiri dari 8 Program dan 95 Kegitan, sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, 

Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah, dengan indikator 

program: 
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1.1. Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan dengan target 80%; 

1.2. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 

untuk Seluruh Pegawai, dengan rumus Jumlah Kebutuhan 

Sarpras yang Terpenuhi/Jumlah Kebutuhan Sarpras Pegawai 

Tahun N, dengan target 80%; 

1.3. Persentase Perencanaan, dengan target 100%; 

1.4. Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah, dengan rumus 

Jumlah Realisasi Keuangan/Jumlah Anggaran Keuangan x 

100%; 

1.5. Persentase Pelayanan Kepegawaian, dengan rumus Jumlah 

Kebutuhan Pelayanan Pegawai yang difasilitasi/Jumlah 

Kebutuhan Seharusnya x 100%. 

Jumlah kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Umum, 

Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat 

Daerah 47 kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 

2) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 

4) Penyediaan Makanan dan Minuman; 

5) Penyediaan Sewa Tempat; 

6) Pengelolaan Aset Perangkat Daerah; 

7) Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah; 

8) Pengelolaan Keamanan Kantor; 

9) Pengelolaan Kebersihan Kantor; 

10) Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan; 

11) Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan 

Gedung; 

12) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 

13) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; 

14) Pengadaan Peralatan Kantor; 

15) Pengadaan Perlengkapan Kantor; 

16) Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi; 

17) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Utama Kantor; 
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18) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor; 

19) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Penunjang Kantor; 

20) Pemeliharaan Rutin/Berkala Penunjang Gedung Kantor; 

21) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional/Jabatan; 

22) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; 

23) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor; 

24) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, 

Komputer dan Komunikasi; 

25) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar 

Daerah; 

26) Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT 

Pajak Daerah Kelas A Sukaraja; 

27) Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT 

Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri; 

28) Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT 

Pajak Daerah Kelas A Jonggol; 

29) Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT 

Pajak Daerah Kelas A Parung; 

30) Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT 

Pajak Daerah Kelas A Ciawi; 

31) Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT 

Pajak Daerah Kelas A Caringin; 

32) Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT 

Pajak Daerah Kelas A Citeureup; 

33) Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT 

Pajak Daerah Kelas A Ciomas; 

34) Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT 

Pajak Daerah Kelas A Cigudeg; 

35) Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT 

Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang; 

36) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran; 
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37) Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur; 

38) Pengadaan Pakaian Dinas; 

39) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; 

40) Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur; 

41) Penyusunan Pelaporan Keuangan; 

42) Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah; 

43) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja Perangkat Daerah; 

44) Penyusunan Perencanaan Anggaran; 

45) Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah; 

46) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah 

47) Publikasi Kinerja Perangkat Daerah. 

2. Program Perencanaan Pendapatan Daerah, dengan indikator 

program Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah. Adapun target  

Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah sebesar Rp 

6.323.403.256.536 . Untuk mencapai target pada program tersebut 

didukung oleh 2 kegiatan sebagai berikut: 

1) Pengolahan Data Dan Analisis Potensi Pendapatan Daerah; 

2) Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah. 

3. Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer, dengan indikator 

program Persentase Dana Transfer.  Adapun target Persentase Dana 

Transfer sebesar 39,87 % . Untuk mencapai target pada program 

tersebut didukung oleh 1 kegiatan sebagai berikut: 

1) Pengelolaan Dana Transfer. 

4. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, dengan 

indikator program Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 

Adapun target Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 

Rp 2.792.100.908.536 . Untuk mencapai target  pada program 

tersebut didukung oleh 6 kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak dan Retribusi 

Daerah; 

2) Pembinaan Teknis Aparatur Pemungut Pajak Daerah; 

3) Sosialisasi Pendapatan Daerah; 
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4) Pengolahan Data dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan 

Daerah; 

5) Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah; 

6) Pengelolaan Teknologi Informasi. 

5. Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Dan Pajak Air 

Tanah, dengan indikator program Jumlah Penerimaan 8 Pajak 

Daerah, Jumlah Piutang 8 Pajak Daerah dan Jumlah Wajib Pajak 8 

Jenis Pajak Daerah. Adapun target Jumlah Penerimaan 8 Pajak 

Daerah sebesar Rp 780.542.408.417 , Jumlah Piutang 8 Pajak 

Daerah yang berbayar sebesar Rp 28.498.162.096 dan Jumlah 

Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah 4.990 wajib pajak. Untuk 

mencapai target pada program tersebut didukung oleh 9 kegiatan 

sebagai berikut: 

1) Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah; 

2) Pelayanan Pengadministrasian Pendaftaran Wajib Pajak Daerah; 

3) Pengolahan dan Analisis Data Pajak Daerah; 

4) Intensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah; 

5) Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah; 

6) Penelitian dan Perhitungan Pajak Daerah; 

7) Penetapan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak 

Daerah; 

8) Monitoring Pembayaran Pajak Daerah; 

9) Penagihan Pajak Daerah. 

6. Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan 

Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2), dengan indikator program 

Jumlah Penerimaan PBB P2, Jumlah Piutang PBB P2 Yang Berbayar  

dan Jumlah SPPT Berbayar/ Jumlah SPPT DHKP * 100% ( Collection 

Ratio ) . Adapun target Jumlah Penerimaan PBB P2 sebesar           

Rp 494.650.623.496, Jumlah Piutang PBB P2 Yang Berbayar Rp 

96.950.494.330 , dan Jumlah SPPT Berbayar/ Jumlah SPPT DHKP * 
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100% ( Collection Ratio ) 59,27% . Untuk mencapai target pada 

program tersebut didukung oleh 14 kegiatan sebagai berikut: 

1) Pengelolaan Basis Data Obyek Pajak PBB P2; 

2) Pengelolaan Zona Nilai Tanah; 

3) Verifikasi Obyek Pajak PBB P2; 

4) Penilaian Individual PBB P2; 

5) Pemutahiran Data Spasial Objek Pajak PBB P2; 

6) Perekaman Data PBB P2; 

7) Penerbitan  Dokumen Ketetapan PBB P2; 

8) Pelayanan Wajib Pajak PBB P2; 

9) Pengelolaan Dokumen Administrasi PBB P2; 

10) Pelayanan Mobil Keliling PBB P2; 

11) Monitoring dan Evaluasi PBB P2; 

12) Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

PBB P2; 

13) Penagihan PBB P2; 

14) Penanganan Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Pembatalan, 

Penghapusan Sanksi, Restitusi, Keringanan dan Pembebasan 

PBB P2. 

7. Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB), dengan indikator program Jumlah 

Penerimaan BPHTB. Adapun target Jumlah Penerimaan BPHTB 

sebesar Rp 609.535.488.087 . Untuk mencapai target pada program 

tersebut didukung oleh 6 kegiatan sebagai berikut : 

1) Pendataan Potensi BPHTB; 

2) Pengolahan dan Analisis Data Laporan BPHTB; 

3) Pelayanan Validasi BPHTB; 

4) Penelitian dan Verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

BPHTB; 

5) Pengelolaan Dokumen Administrasi BPHTB; 

6) Pengendalian dan Evaluasi BPHTB. 

8. Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Wilayah Kerja 

UPT Pajak Daerah Kelas A, dengan indikator program Persentase 
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Realisasi terhadap Target Pajak Daerah pada Wilayah Kerja UPT 

Pajak Daerah Kelas A. Adapun target Persentase Realisasi terhadap 

Target Pajak Daerah pada Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A 

sebesar 100% .  Untuk mencapai target pada program tersebut 

didukung oleh 10 kegiatan sebagai berikut : 

1) Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A 

Sukaraja; 

2) Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A 

Gunung Putri; 

3) Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A 

Jonggol; 

4) Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A 

Parung; 

5) Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi; 

6) Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A 

Caringin; 

7) Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A 

Citeureup; 

8) Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A 

Ciomas; 

9) Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A 

Cigudeg; 

10) Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A 

Leuwiliang. 

 

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 dan 

Prakiraan Maju Tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel 3.3 di bawah 

ini. 



BAB IV  

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 merupakan implementasi tahun 

kedua dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Sebagai dokumen rencana perangkat 

daerah, Renja Tahun 2020 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok 

sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan, sehingga dapat 

menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam 

rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bogor untuk periode 1 (satu) tahun. 

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari Sekretariat, bidang 

Perencanaan dan Pengembangan (Renbang), bidang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), bidang Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) , dan bidang Pajak Daerah (PAD). Kepala 

Badan mengelola 8 Program dan 95 Kegiatan dengan dibagi setiap bidang, 

per sub bidang dan per sub bagian, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Sekretariat memiliki 1 program terdiri dari subbag Program dan 

Pelaporan 5 kegiatan, subbag Keuangan 2 kegiatan, dan subbag Umum 

dan Kepegawaian 30 kegiatan; 

2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan (Renbang) memiliki 3 program 

terdiri dari subid Perencanaan 3 kegiatan, subid Pengembangan 3 

kegiatan dan subid Pengendalian dan Evaluasi 3 kegiatan; 

3. Bidang Pajak Daerah (PAD) memiliki 1 program terdiri dari subid 

Pendaftaran dan Pendataan 4 kegiatan, Subid Verifikasi dan  Penetapan 

3 kegiatan, dan subid Penagihan 2 kegiatan; 

4. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 

memiliki 1 program terdiri dari subid Pendataan dan Penilaian 5 

kegiatan, subid Pelayanan dan Penetapan 4 kegiatan, dan subid 

Penagihan dan Keberatan 5 kegiatan; 

5. Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memiliki 

1 program terdiri dari subid Validasi 2 kegiatan, subid Pendataan 3 

kegiatan, dan subid Verifikasi dan Keberatan 1 kegiatan; 
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Rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2020 secara rinci disajikan pada tabel berikut. 



BAB IV 

P E N U T U P 

 

Demikianlah Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Tahun 2020 ini disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) Tahun 2020 serta pedoman pelaksanaannya di tahun 2020. 

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 ini diharapkan dapat dipedomni 

oleh seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan selurug tugas pokok 

dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah serta dijadikan acuan 

bagi seluruh pemangk kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan 

pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2020. Akhirnya, ucapan terima 

kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan 

pedoman. 

 

Ditetapkan di  :    Cibinong 

Tanggal :               2019 
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NO URAIAN JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN ANGGARAN (Rp) KETERANGAN

1
KEPALA PERANGKAT 

DAERAH
8 95

2 SEKRETARIAT 1 37 Rp17.282.746.402

SUBAG PROGRAM DAN 

PELAPORAN
1 5 Rp1.177.726.000

SUBAG KEUANGAN 1 2 Rp920.000.000

SUBAG UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN
1 30 Rp15.185.020.402

3 UPT 1 20 Rp600.000.000

4 BIDANG RENBANG 3 9 Rp3.535.855.070

SUBID PERENCANAAN 2 3 Rp1.179.971.795

SUBID PENGEMBANGAN 1 3 Rp1.260.675.850

SUBID PENGENDALIAN DAN 

EVALUASI
1 3 Rp1.095.207.425

5 BIDANG PAJAK DAERAH 1 9 Rp3.046.025.292

SUBID PENDAFTARAN DAN 

PENDATAAN
1 4 Rp1.463.038.662

SUBID VERIFIKASI DAN  

PENETAPAN
1 3 Rp963.157.080

SUBID PENAGIHAN 1 2 Rp619.829.550

6
BIDANG PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN
1 14 Rp16.104.636.050

SUBID PENDATAAN DAN 

PENILAIAN
1 5 Rp6.487.198.050

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
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NO URAIAN JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN ANGGARAN (Rp) KETERANGAN

SUBID PELAYANAN DAN 

PENETAPAN
1 4 Rp6.095.878.000

SUBID PENAGIHAN DAN 

KEBERATAN
1 5 Rp3.521.560.000

7 BIDANG BPHTB 1 6 Rp2.619.624.000

SUBID VALIDASI 1 2 Rp680.240.000

SUBID PENDATAAN 1 3 Rp1.436.736.000

SUBID VERIFIKASI DAN 

KEBERATAN
1 1 Rp502.648.000

TOTAL 8 95 Rp43.188.886.814


